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Sedangkan outcome kebijakan lebih menfokuskan atau mencoba
untuk menentukan pengaruh dari suatu kebijakan lebih dari suatu
kebijakan dalam kondisi kehidupan yang sesungguhnya yang
dimaksudkan untuk memahami dampak atau pengaruh yang terjadi dari
diberlakukannya suatu kebijakan.

Ketika berbicara tentang outcome dalam evaluasi kebijakan, maka
sedikitnya mengharuskan kita untuk mengetahui apa yang ingin kita
selesaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan (obyektivitas kebijakan).
bagaimana usaha yang kita untuk melaksanakannya (program), dan bila
ada, apa yang kita kerjakan terhadap hasil yang dicapai objeknya
(dampak atau hasil dan hubungannya dengan kebijakan itu).

Merupakan hal yang wajar apabila dalam mengukur keberhasilan.
kita perlu menentukan tidak hanya beberapa perubahan pada kondisi
kehidupan yang terjadi sesungguhnya. seperti pengurangan jumlah
pengangguran. tetapi juga sudah menjadi kewajiban para decision maker

untuk melihat dampak dari informasi kebijakan yang diimplementasikan.

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi, ialah:

melibatkan masyarakat.
2. Kebijakan dapat mempunyai dampak p
atau dapat disebut juga dengan eks

3. Kebijakan dapat mempunyai pe
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ini.
4. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung
yangmerupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa

anggota diantaranya,

James Anderson dalam Winarno (2014:230-232) membagi
evaluasi kebijakan ke dalam 3 (tiga) tipe. Masing-masing tipe evaluasi
yang diperkenalkanini didasarkan pada pemahaman para evaluator
terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila
evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka
evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama
pentingnya dengan kebijakan itusendiri.

b. Tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan
atau program-program tertentu. Evaluasi dengan tipe sepertiini akan
lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi
dalam melaksanakan program.

c. Tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat

secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan v

‘|.‘"|

mengukur dampaknya bagi masyarakat dan menilai sej

tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut te

2019). Menurutnya evaluasi membumhm i

penilaian, yaitu: K
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atau sekelompok aktor, berkenaan dengantujuan yang telah dipilih
beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-
keputusan itu  pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas
kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).Hal diatas senada
dengan pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn

Menurutnya kebijakan publik adalah Pola ketergantungan yang
kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk
keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau
kantor pemerintah”

Kemudian Nugroho (2011:110) mengatakan bahwa kebijakan
publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur
kehidupan bersama. Nugroho menjelaskan bahwa tujuan kebijakan
publik dapat dibedakan dari sisi sumberdaya, yaitu antara kebijakan
publik yang bertujuan mendistribusi sumber daya negara (kebijakan
distributif) dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara (kebijakan

absobtif).

Kebijakan absorbtif adalah kebijakan yang menyerap sumber daye
(erutama sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang akan dijadikan ]
modal ataubiaya untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu b 1 o
kebijakan absorbtif adalah kebijakan perpajakan yang n
pendapatan untuk negara.

Selanjutnya kebijakan  distributif yaitu
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kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditentukan

dalam keputusan kebijakan dapat disebut sebagai proses implementasi

kebijakan.
Berdasarkan berbagai definisi yang telah dipaparkan diatas, dapat
disimpulkan bahwa implementasi menyangkut tiga hal, yaitu:
I. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan

3. Adanya hasil kegiatan.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis. dimana

pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. sehingga
pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan
atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lﬁt‘%‘
Stewart)r. dalam Agustino (2014:139) dimana mereka mg
bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu -
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat di |
proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, ya
tujuan-tujuan yang ingin diraih.
5 Model Evaluasi Kebijakan

Mengikuti pendapat William N. Dur
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yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu
seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai
melalui tindakan publik.

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan,
analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluais
hasil kebijakan. Tipe-tipe kriteria tersebut adalah:

1. Efektivitas (effectiviness)
Berkenaan dengan apakah suatu alternatif encapai hasil (akibat)
yang diharapkan.atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Efektivitas, yangsecara dekat dengan rasionalitas teknis. selalu

diukur dari unit produk atau lumayan atau nilai monitornya.
2. Efisiensi (efficiency)

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan

ongkos meneter.

3. Kecukupan (adequacy)

Berkenaan dengan seberapa
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